
ABSTRAK 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dalam profesi hakim 
segala aturan diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) dan 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar 
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana 
disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan 
mengkaji obyek atau sasaran penelitian berupa peraturan, perundang-
undangan dan bahan hukum lainnya terkait dengan pelarangan hakim 
dalam memeriksa perkara yang mempunyai hubungan kekerabatan. 
Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau 
hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah 
seorang.hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Ketua majelis 
hakim, anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari 
persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda 
sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah 
bercerai dengan pihak yang,diadili atau advokat. Seorang hakim atau 
panitera wajib, mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai 
kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang 
diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak 
yang berperkara. 
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